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Abstract: The Determinant Factors of Government Debt with Revenue and  
Expenditure Budget as Mediating Variabel. This study aims to examine the 
determinant factors of government debt, through revenue and expenditure budget. 
Path analysis is used to answer the research question. The research conducted 
in 27 regions in East Java Province. The result indicates that the effect of audit 
opinion and population rate on debt is not significant. There is significant partial 
effectsof audit opinion, budget surplus/deficitand population rate on revenue and 
expenditure budget. Simultaneously, the effect of audit opinion, budget surplus/
deficit, and population rate on debt through revenue and expenditure budget is also 
significantly proven. 

Abstrak: Faktor Determinanatas Hutang Pemerintah dengan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Sebagai Variabel Antara. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hutang pemerintah 
dengan anggaran pendapatan dan belanja sebagai variabel antara. Alat anali-
sis menggunakan analisis jalur (path analysis). Penelitian dilakukan pada 27 
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjuk-
kan pengaruh yang tidak signifikan antara opini audit, jumlah penduduk terha-
dap hutang. Secara parsial, opini audit, surplus/defisit and jumlah penduduk 
berpengaruh terhadap anggaran pendapatan/belanja secara signifikan. Secara 
simultan, pengaruh ketiga faktor di atas terhadap hutang melalui anggaran 
pendapatan/belanja juga menunjukkan hasil yang signifikan. 

Kata kunci: opini audit, surplus/defisit,jumlah penduduk, anggaran pendapa-
tan dan belanja, hutang pemerintah

Seperangkat aturan tentang 
pelaksanaan pengelolaan keuan-
gan daerah telah dikeluarkan. 
Beberapa diantaranya adalah 
Undang-Undang Nomor 32 Ta-
hun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah,Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuan-
gan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemer-
intah Pusat dan Daerah. Salah 
satu bagian penting yang menjadi 
bahasan adalah tentang hutang 
atau pinjaman daerah. Beberapa 
aturan di atas bersama dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Per-
aturan Pemerintah (PP) Nomor 

54 Tahun 2005 merupakan pedo-
man untuk menyusun anggaran 
agar tidak terjebak masalah yang 
akhirnya berdampak pada hutang 
atau pinjaman daerah. 

Namun dalam kenyataannya 
masih banyak daerah yang masih 
terjebak masalah kebangkrutan 
anggaran. Harian “Kompas” ed-
isi 24 Maret 2011  menyebutkan 
bahwa anggaran daerah berma-
salah disebabkan oleh kesalahan 
manajemen anggaran di SKPD 
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) 
dan Pemerintah Daerah secara 
keseluruhan. Pemerintah Daerah 
gagal membuat program yang ses-
uai dengan kebutuhan dan ket-
ersediaan anggaran serta kurang 
memperhatikan kesesuaian an-



369	 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 3, Nomor 3, Desember 2012, Hlm. 368-379

tara belanja dan pendapatan asli daerah. 
Penyimpangan dalam penggunaan anggaran 
akan menimbulkan hutang atau pinjaman 
daerah. Kebangkrutan anggaran tersebut di-
karenakan tidak memperhatikan faktor-fak-
tor yang mempengaruhi dalam penyusunan 
anggaran. Hal ini sesuai dengan hasil peneli-
tian Girouxdan Shields (1993) bahwa dalam 
menyusun anggaran belanja harus mem-
perhatikan faktor-faktor dalam penyusunan 
anggaran antara lain: opini audit, rasio sur-
plus/defisit anggaran, kombinasi manajer 
kota dan Certificate of Achievement, kompe-
tisi politik dan hutang jangka panjang.   

Berdasarkan neraca pemerintah propin-
si Jawa Timur untuk tahun anggaran 2004 
dan tahun pemeriksaan BPK-RI tahun2005, 
terdapat jumlah hutang anggaran jangka 
pendek sebesar Rp 262.749.070.263,19. lo-
kasi dana yang paling besar adalah hutang 
yang timbul karena bagi hasil pajak daerah 
yang belum dibayarkan kepada kabupaten/
kota. Hal ini diperkirakan karena tunggakan 
pajak masyarakat atau penggunaan pajak 
untuk biaya non operasional pemerintah 
propinsi Jawa Timur. Alokasi hutang yang 
dianggap signifikan yang kedua adalah hu-
tang belanja, yaitu hutang diluar anggaran 
belanja non operasional. Hutang belanja 
tersebut merupakan pembiayaan pemerin-
tah pada periode tersebut atau defisit ang-
garan. Bahkan berdasarkan temuan audit 
BPK-RI, anggaran untuk belanja modal di-
gunakan untuk bantuan keuangan dan in-
vestasi. Hal ini berpengaruh terhadap real-
isasi belanja daerah.

Kondisi anggaran pemerintah Jawa 
Timur setiap tahunnya mengalami defisit 
mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 
2011. Adapun data statistiknya bisa dilihat 
dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 menunjukkan bahwa anggaran 
pendapatan pemerintah mengalami kenai-
kan setiap tahunnya mulai dari tahun 2002 
sebesar Rp305.151milyar sampai dengan ta-
hun 2011 sebesar Rp 1.104.902 milyar. Di 
sisi lain anggaran belanja pemerintah juga 
mengalami kenaikan mulai tahun 2002 
sebesar Rp 345.605 milyar sampai dengan 
tahun 2011 sebesar Rp1.229.558 milyar.

Kenaikan anggaran pendapatan tidak 
seimbang dengan kenaikan anggaran be-
lanja. Artinya anggaran belanja pemerintah 
memiliki proporsi kenaikannya lebih besar 
dibandingkan dengan kenaikan anggaran 
pendapatan. Selisih antara proporsi ang-
garan pendapatan dan anggaran belanja 
pemerintah mengakibatkan terjadinya de-
fisit anggaran yang dibuat dalam bentuk 
anggaran pembiayaan pemerintah (tabel 1). 
Pemerintah Jawa Timur mengatasi defisit 
anggaran ini dengan melakukan pinjaman. 
Menurut Davey (1988:154) tujuan pemerin-
tah melakukan pinjaman adalah (1) untuk 
menutup kebutuhan dana jangka pendek, 
(2) untuk membiayai kekurangan dana ang-
garan tahunan berupa biaya rutin dan be-
ban hutang, (3) untuk membeli pabrik dan 
peralatan dengan unsur jangka menen-
gah, (4)untuk membiayai investasi yang di-
harapkan dapat menghasilkan penerimaan 
daerah,serta (5) untuk membiayai pemban-
gunan jangka panjang.

Oates (1972) menyatakan bahwa 
Pemerintah Daerah harus mengikuti dua 
aturan ketika membiayai pengeluaran-
pengeluarannya, untuk pengeluaran opera-
sional/rutin harus dibiayai dengan pajak, 
dan hutang jangka panjang harus membi-
ayai pengeluaran modal. Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 169-
171, salah satu sumber pendapatan daerah 

Tabel 1.
AnggaranPendapatan Dan Belanja Pemerintah Jawa Timur (Milyar Rp)

Tahun
Anggaran

Pendapatan
Anggaran
Belanja

Anggaran
Pembiayaan

2002 305,151 345,605 40,454
2003 342,812 377,248 34,436
2004 403,769 430,041 26,272
2005 540,126 585,070 24,944
2006 659,115 699,099 39,984
2007 694,088 752,370 58,285
2008 894,991 989,494 94,503
2009 870,999 1,000,844 129,845
2010 992,399 1,126,146 139,516
2011 1,104,902 1,229,558 124,656

Sumber: Departemen Keuangan
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yang dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah 
adalah dengan melakukan pinjaman dari 
sumber dalam negeri dan/atau dari luar 
negeri untuk membiayai kegiatan pemerin-
tahan dengan persetujuan DPR. 

Selain kondisi alokasi anggaran yang 
selalu defisit, pemerintah propinsi Jawa 
Timur memiliki 229 pulau dengan luas 
wilayah daratan sebesar 47.130,15 km2 dan 
jumlah penduduk pada tahun 2007 seban-
yak 36.895.571 jiwa dengan kepadatan 798/
km2. Dari jumlah tersebut yang tinggal di-
perkotaan sebesar 40,65% sedang penduduk 
pedesaan 59,35%. Jumlah penduduk yang 
besar tersebut merupakan sumber daya 
manusia yang dapat menjadi subyek sekal-
igus obyek pembangunan. Dengan demikian 
populasi jumlah penduduk dan luas wilayah 
merupakan salah satu penentu penyusu-
nan anggaran belanja, dan secara langsung 
maupun tidak langsung akan mempenga-
ruhi hutang/pinjaman pemerintah, khusus-
nya pemerintah Jawa Timur.  Menurut pene-
litian Groves, Godsey dan Shulman (1981), 
Belaguer (2001), Farnham (1985), Kiewiet 
dan Szalaky (1996), Pogno (1970) dan Hem-
pel (1973), menemukan bahwa jumlah pen-
duduk merupakan penjelas dari hutang 
pemerintah kota. Hal ini didukung oleh 
penelitian Mulyono (2007) yaitu bahwa pin-
jaman daerah dipengaruhi oleh pendapatan 
perkapita, jumlah penduduk, pertumbuhan 
ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Disisi lain penelitian Benito dan Bas-
tida (2004) di Spanyol menghasilkan temuan 
bahwa jumlah penduduk tidak mempenga-
ruhi hutang pemerintah kota. Indikatornya 
ditunjukkan dengan jumlah penduduk akhir 
tahun sampel. Besarnya jumlah penduduk 
menyebabkan dalam kebutuhan terhadap 
pelayanan bagi warga kota dan stok modal 
mengakibatkan beban hutang yang lebih 
tinggi sebagai dampak dalam peningkatan 
layanan tersebut.

Penelitian ini mengembangkan dan 
menggabungkan penelitian sebelumnya, 
adapun yang membedakan penelitian ini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Giroux dan 
Shields (1993) membuktikan bahwa kontrol 
akuntansi dan strategi birokrasi di peme-
rintahan kota, diantarnya ada lima variabel 
kontrol yang mempengaruhi penyusunan 
anggaran dan pengeluaran pemerintah. Ada-
pun variabel tersebut antara lain opini, sur-
plus/devisit,sertifikatmanajer kota, tingkat 
persaingan politik, hutang jangka panjang. 

Penelitian ini hanya menguji dua variabel 
yaitu opini audit terhadap hutang dan sur-
plus/defisit terhadap hutang, karena peneli-
tian ini jarang diteliti oleh peneliti sebelum-
nya dan jika pernah dilakukan maka obyek  
penelitian di luar negeri.

Perbedaan lainnya, penelitian ini akan 
meneliti tentang pengaruh opini, surplus/
defisit, jumlah penduduk terhadap hutang 
dengan variabel antara anggaran belanja 
dan anggaran pendapatan. Dalam penelitian 
ini ditambahkan variabel jumlah penduduk 
terhadap hutang, dimana jumlah penduduk 
diperkirakan berpengaruh signifikan terha-
dap hutang atau pinjaman daerah.

Penelitian ini memiliki kontribusi 
teoritis dalam hal memberikan tambahan 
bukti empiris dan tambahan pengemban-
gan ilmu pengetahuan tentang akuntansi 
khususnyateori pendanaan. Secara prak-
tis, penelitian ini, diharapkan dapat ber-
manfaat pada pemerintahprovinsi Jawa 
Timur sebagai bahan pertimbangan dalam 
menyusun anggaran dan kebijakan dalam 
penentuan hutang. Manfaat pada sisi ke-
bijakan juga ada, yaitu sebagai bahan per-
timbangan dalam menentukan kebijakan 
penyusunan anggaran yang berakibat 
defisit sehingga tidak akan menimbulkan 
hutang. Kesalahan dalam mengambil ke-
bijakan satu kali/satu periode akan ber-
dampak besar terhadap kelangsungan 
hidup generasi yang akan datang.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendeka-

tan positif-kuantitatif. Menurut Muhadjir 
(2000:12) pendekatan positifis-kuantitatif 
bertujuan menggeneralisasi konstruksi dari 
rerata keragaman individual atau rerata 
frekuensi dengan memantau kesalahan-ke-
salahan yang mungkin.

Populasi dalam penelitian ini adalah 
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. 
Sampel yang digunakan ada 29 kabupaten 
dan 9 kota. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Purposive Sampling Method. 
Menurut Suprianto (2009:126) Purposive 
Sampling Method yaitu merupakan teknik 
penarikan sampel yang diambil atas dasar 
maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan 
tujuan dari metode ini yaitu dengan memilih 
sampel berdasarkan kriteria  antara lain: 
a) anggaran pendapatan, anggaran belanja, 
anggaran pembiayaansurplus/defisit angga-
ran, masing-masing diambil sampel selama 4 
tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2009 
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(tabel 1); b) Jumlah penduduk dari 38 dae-
rah di provinsi Jawa Timur dari tahun 2006 
sampai tahun 2009 yang telah ditetapkan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c) Opini 
audit yang dipakai dalam sampel adalah opi-
ni yang disampaikan oleh audit pemerintah 
(BPK) dari seluruh daerah di propinsi Jawa 
Timur mulai tahun anggaran 2006 sampai 
tahun 2009.

Dalam pengumpulan data, peneliti 
mengelompokkan jenis dan teknik pengum-
pulan data. Jenis data yang dipilih adalah 
data sekunder dan teknik pengumpulan 
datamenggunakan teknik dokumentasi. 
Data dokumentasi yang dibutuhkan oleh 
peneliti, merupakan data internal yaitu data 
yang menggambarkan kondisi organisasi 
yang diteliti yaitu Pemerintahan Daerah 
Propinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari waktu 
pengumpulannya termasuk data time series 
yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa 
tahapan waktu (kronologis) yaitu dari tahun 
2004 sampai dengan 2009. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis jalur atau Path Analysis. Analisis 
jalur dapat mengukur hubungan langsung 
antar variabel model maupun hubungan 
tidak langsung antar variabel dalam model 
(Ghozali 2008 :93).

Persamaan struktural atau juga dise-
but model struktural yaitu apabila setiap 
variabel terikat/endogen (Y) secara unik ke-
adaannya ditentukan oleh seperangkat vari-
abel bebas/eksogen (X). Selanjutnya gambar 
yang meragakan struktur hubungan kausal 
antar variabel disebut diagram jalur (path 
diagram). Jadi, persamaan ini Y = F (X1 ; X2; 
dan X3) dan Z = F (X1 ; X2 ; X3 ; Y) merupakan 
persamaan struktural karena setiap persa-
maan menjelaskan hubungan kausal yaitu 
variabel eksogen X1 ; X2 dan X3 terhadap 
variabel endogen Y dan Z. Diagram jalur un-
tuk model struktur adalah sebagai berikut:

Pengujian dugaan dapat menggunakan 
uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk men-
guji pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen secara simul-
tan.  Gujarati (1999) menyatakan bahwa 
uji t digunakan untuk menentukan apakah 
variabel-variabel independen mempunyai 
pengaruh secara parsial terhadap variabel 
dependen.

Untuk menentukan seberapa besar 
proporsi variasi nilai variabel independen X 
menjelaskan variasi nilai variabel Y dapat 
diketahui melalui Koefisien Determinasi (R2). 
Hal ini, sebagaimana dikemukakan Gujarati 
(1999), bahwa R2 dapat digunakan untuk 

X1

X2

X3

Y Z

PYX1

PYX2

ε1 ε2

PYX3

PZX1

PZY

PZX3

Gambar 1.
Diagram Jalur Hubungan Kausal X1, X2, X3 dan Y ke Z

Keterangan :  
X1	 : Opini
X2	 : Surplus/Defisit
X3	 : Jumlah penduduk
Y	 : Anggaran (pendapatan/belanja)
Z	 : Hutang
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mengetahui proporsi sumbangan dari varia-
bel independen terhadap variabel dependen. 
Koefisien Determinasi dimaksudkan untuk 
mengukur pengaruh simultan variabel X ter-
hadap variabel Y. Koefisien determinasi ini 
berkisar antara 0 hingga 1. Apabila R2 se-
makin mendekati 1, berarti variabel inde-
penden X semakin berpengaruh kuat dalam 
menjelaskan variabel dependen Y. Seba-
liknya, bila R2 semakin mendekati  0, berarti 
variabel independen X semakin lemah pen-
garuhnya terhadap variabel dependen Y.

Dalam penelitian terdapat enam kon-
sep variabel yang akan diteliti yaitu opini, 
surpus/defisit, jumlah penduduk, anggaran 
dan hutang. Opini audit adalah pendapat 
audit atau pernyataan audit untuk mel-
aporkan hasil pemeriksaan audit. Ada em-
pat opini audit menurut Rahayu dan Su-
hayati (2010:73-74), yaitu: pendapat wajar 
tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan 
pengecualian, tidak memberikan pendapat, 
pendapat tidak wajar.

Surplus/defisit adalah selisih angga-
ran pendapatan dan anggaran belanja. Adis-
asmita (2011:71)menyatakan bahwa sistem 
anggaran defisit digunakan apabila terjadi 
adanya gap antara Fiscal Capacity dan Fiscal 
Need atau adanya gap antara penerimaan 
dan pengeluaran. Jumlah penduduk adalah 
banyaknya orang yang tinggal dan menetap 
di suatu daerah (Adisasmita 2011). 

Anggaran yaitu anggaran pendapatan 
dan belanja daerah atau juga dikenal den-
gan anggaran daerah adalah suatu ben-
tuk kongkrit rencana kerja keuangan dae-
rah yang komprehensif yang mengkaitkan 
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah 
Daerah yang dinyatakan dalam bentuk 
uang (Adisasmita 2011). Sedangkan hutang 
danpinjaman daerahmenurut Adisasmita 
(2011:119) adalah hak penerimaan dan ke-
wajiban pengembalian atas sejumlah uang 
dalam jangka waktu tertentu, baik yang ber-
sumber dari dalam maupun dari luar negeri 
untuk kepentingan dan atas beban Pemer-
intah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD).

Kelangsungan hidup usaha selalu di-
hubungkan dengan kemampuan manajemen 
dalam mengelola perusahaan/pemerintah. 
Setiap investor pasti mengharapkan keun-
tungan ketika ingin menanamkan modalnya 
pada suatu perusahaan/pemerintah. Salah 
satu pertimbangan investor ketika ingin 
menginvestasikan modalnya pada suatu pe-
rusahaan/pemerintah adalah melalui opini 

auditor atas laporan keuangan perusahaan/
pemerintah tersebut. Oleh karena itu audi-
tor mempunyai peranan yang penting seb-
agai perantara akan kepentingan investor 
maupun kepentingan perusahaan/pemerin-
tah sebagai penyedia laporan keuangan.

Peran auditor diperlukan untuk mence-
gah diterbitkannya laporan keuangan yang 
menyesatkan, sehingga dengan menggu-
nakan laporan keuangan yang telah diau-
dit para pemakai laporan keuangan dapat 
mengambil keputusan dengan benar. Au-
ditor  juga  bertanggungjawab  untuk meni-
lai apakah ada kesangsian terhadap perusa-
haan/pemerintah dalam mempertahankan 
kelangsungan hidupnya dalam periode wak-
tu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 
laporan audit. 

Konsistensi dalam penyajian laporan 
keuangan perusahaan publik adalah sangat 
penting, karena laporan keuangan tahunan 
perusahaan publik merupakan informasi 
keuangan yang dipublikasikan kepada ma-
syarakat (investor, calon investor, kreditor 
dan pemakai lainnya dan akan dianalisis 
untuk mendukung keputusan investasi, 
kredit atau lainnya (FASB 1984). Agar dapat 
dianalisis dengan menggunakan teknik yang 
ada, laporan keuangan harus memiliki kon-
sistensi dalam penyajian dan disajikan dalam 
format yang mudah dimengerti (Maines 
2000). Ketidakkonsistenan penyajian akan 
menyulitkan auditor. Dari berbagai uraian 
diatas dapat disimpulkan bahwa opini ber-
pengaruh terhadap hutang. Semakin baik 
opini audit (wajar), maka investor semakin 
yakin dan berselera menanamkan sahamnya 
ke perusahaan/pemerintah. Artinya pemer-
intah semakin mudah untuk mendapatkan 
hutang dalam rangka pemenuhan kebutu-
han dana dalam menjalankan kelangsungan 
usahanya. Dan sebaliknya, jika opini auditor 
yang tidak wajar maka investor tidak akan 
menanamkan sahammya ke perusahaan/
pemerintah. Berdasarkan uraian di atas 
peneliti menduga bahwa terdapat hubungan 
antara opini audit terhadap hutang.

Menurut penelitian Giroux dan Flory 
(1980) menemukan bahwa opini audit akan 
menghasilkan laporan tahunan surplus 
maupun defisit yang sesuai dengan GAAP 
(General Accepted Accounting Principle). 
Penelitian Giroux dan Shields (1993) men-
emukan bahwa audit wajar tanpa pengec-
ualian diterima, bersamaan tingkat pengelu-
aran yang lebih rendah. Jika birokrat mem-
batasi efektifitas audit, maka opini audit 
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independen yang diharapkan, akan berpen-
garuh pada pengeluaran yang lebih tinggi. 
Jika opini audit independen tidak mengukur 
efektifitas pengendalian, maka opini harus 
signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
opini audit berpengaruh pada laporan tahu-
nan dan tingkat pengeluaran. Berdasarkan 
uraian di atas peneliti memperkirakan ada 
hubungan antara opini audit terhadap hu-
tang dengan variabel antara anggaran ang-
garan dan pendapatan. 

Surplus/defisit anggaran merupakan 
selisih antara anggaran pendapatan dan 
anggaran belanja. Dalam pelaksanan ang-
garan perlu dilakukan kontrol. Adapun kon-
trol anggaran yang efektif akan membawa 
hubungan negatif antara pengeluaran dan 
anggaran surplus/defisit (yaitu, surplus 
anggaran harus menemani belanja yang 
lebih rendah dari yang diperkirakan oleh 
model GM (Gonzalez dan Mehay 1985:90-
93). Sebenarnya surplus/defisit digunakan 
untuk menguji pengendalian anggaran un-
tuk pengeluaran arus total. Di sini, pengen-
dalian anggaran yang efektif diharapkan 
dapat membawa hubungan negatif antara 
pengeluaran. 

 Menurut penelitian Brusca dan Con-
dor (2001) dan Benito dan Bastida (2004) 
indikator yang digunakan untuk mengontrol 
pelaksanaan anggaran adalah selisih lebih 
dari realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran dengan mengeluarkan instrument 
pembiayaan /keuangan. Semakin tinggi 
defisit anggaran yang dimiliki Pemerintah 
Daerah maka akan semakin tinggi Pemerin-
tah Daerah dalam mengkonsumsi hutang. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti mem-
bangun terdapat dugaan hubungan antara 
surplus atau defisit terhadap hutang den-
gan variabel antara anggaran anggaran dan 
pendapatan.

Terdapat berbagai hasil penelitian ten-
tang pengaruh jumlah penduduk terhadap 
hutang pemerintah. Menurut Atmaja (2001) 
pertumbuhan penduduk bisa mempenga-
ruhi anggaran/anggaran. Hal ini didukung 
oleh penelitian Groves, Godsey dan Shulman 
(1981), Belaguer (2001), Farnham (1985), 
Kiewiet dan Szalaky (1996), Pogno (1970), 
Hempel (1973), Rivers dan Yates (1997) dan 
yang seluruhnya menegaskan bahwa jumlah 
penduduk merupakan salah satu penjelas 
dari kota. Temuan yang lain mengatakan 
bahwa jumlah penduduk yang besar meru-
pakan sumber daya manusia yang dapat 

menjadi subyek sekaligus obyek pembangu-
nan. Hal ini dipertegas oleh penelitian Mu-
lyono (2007) mengemukakan bahwa pinja-
man daerah dipengaruhi oleh pendapatan 
perkapita, jumlah penduduk, pertumbuhan 
ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun hal ini bertolak belakang den-
gan temuan Benito dan Bastida (2004) yang 
lain dilakukan di Spanyol yang mengemu-
kakan bahwa jumlah penduduk tidak mem-
pengaruhi hutang Pemerintah Daerah, den-
gan indikatornya ditunjukkan dengan jum-
lah penduduk akhir tahun sampel. Besarnya 
jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan 
terhadap pelayanan bagi warga dan stok 
modal mengakibatkan beban hutang yang 
lebih tinggi sehingga berdampak pada pen-
ingkatan layanan masyarakat. Berdasarkan 
uraian di atas peneliti membangun dugaan 
hubungan antara jumlah penduduk ter-
hadap hutang-hutang dengan variabel an-
tara anggaran belanja dan pendapatan dan 
hubungan antara jumlah penduduk terha-
dap hutang.

Pada tahun 1998, anggaran bersifat 
anggaran berimbang namun sekarang ang-
garan diubah menjadi anggaran defisit. Pada 
dasarnya sama dilihat dari sisi teknis pener-
imaan dan belanja negara, hal yang membe-
dakan adalah sistem anggaran defisit adanya 
pengakuan eksplisit bahwa anggaran negara 
tidak mampu dibiayai oleh keuangan send-
iri akan ditutup lewat hutang atau sumber 
lain (Harun 2009:153). Bukti empiris yang 
ditemukan oleh Belaguer (2001) dan Benito 
dan Francisco (2004) menjelaskan bahwa 
pengeluaran modal/belanja modal mempen-
garuhi pinjaman daerah. Indikator belanja 
modal yang digunakan adalah besaran be-
lanja modal yang direalisasikan oleh sam-
pel. Kondisi ini menjelaskan semakin tinggi 
belanja modal yang dilakukan oleh daerah 
maka akan semakin tinggi pengeluaran se-
hingga akan menjadi defisit anggaran den-
gan demikian untuk menutup defisit ang-
garan melakukan pinjaman/hutang. Ber-
dasarkan uraian di atas peneliti menduga 
terdapat hubungan anggaran anggaran dan 
pendapatan terhadap hutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang karakterisik 
data penelitian. Statistik deskriptif untuk 
variabel yang diteliti sebagai berikut: 

Tabel 2 menjelaskan bahwa variabel 
surplus/defisit memiliki nilai defisit terbesar 
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Rp 267.546,22 (dalam juta) dan nilai defisit 
terkecil Rp32.042,51 (dalam juta) sedangkan 
nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 
Rp123.588,77 (dalam juta) dengan standar 
deviasi sebesar Rp 51.421,87 (dalam juta). 
Rentang ini memberikan gambaran bahwa 
hampir semua kabupaten/kota di Jawa 
Timur mengalami defisit. 

Variabel jumlah penduduk, kota yang 
memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 
sebesar 113.075 jiwa pada tahun 2007 dan 
penduduk terbesar sebesar 2.425.311 jiwa 
pada tahun 2009, sedangkan nilai rata-rata 
secara keseluruhan sebesar 993.883 jiwa 
dengan standar deviasi sebesar 592.763. 
Jumlah penduduk yang kecil (dibawah 500 
ribu jiwa) pada umumnya wilayah pemer-
intahannya bersifat kota sedangkan pada 
wilayah pemerintahan kabupaten mem-
punyai jumlah penduduk yang jauh lebih 
banyak. 

Variabel jumlah anggaran belanja ka-
bupaten yang memiliki anggaran belanja 
terkecil yaitu sebesar Rp59.725,51 (dalam 
juta) dan nilai terbesar anggaran belanja 
Rp 383.706,22 (dalam juta) sedangkan ni-
lai rata-rata secara keseluruhan sebesar 
Rp 179.817,38 (dalam juta) dengan standar 
deviasi sebesar Rp 70.396,18 (dalam juta). 
Daerah dengan jumlah anggaran belanja 
yang rendah dijumpai pada Kota Blitar, Kota 
Madiun dan Kota Mojokerto, sedangkan nilai 
anggaran belanja yang besar terdapat di Ka-
bupaten Malang, Sidoarjo dan Jember. 

Variabel hutang kabupaten yang memi-
liki hutang terkecil sebesar Rp454,00 (dalam 
juta) dan hutang terbesar Rp30.342,00 
(dalam juta) sedangkan nilai rata-rata secara 
keseluruhan sebesar Rp8.555,51 (dalam 
juta) dengan deviasi standar sebesar Rp 
6.907,64 (dalam juta). Gambaran ini dapat 
diinterpretasikan bahwa pada hampir selu-
ruh wilayah di sepanjang periode sangat po-
tensial untuk mengajukan hutang. 

Pembuktian bahwa nilai residual (er-
ror) menyebar normal merupakan salah 
satu indikasi persamaan regresi yang di-
peroleh adalah baik. Artinya dengan pem-
buktian ini dapat disimpulkan bahwa pelu-
ang mendapatkan nilai residual sekitar nol 
adalah lebih besar daripada nilai peluang 
yang jauh dari angka nol. Pembuktian ke-
normalan nilai residual dilakukan dengan 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu 
dengan memperhatikan hasil nilai signifi-
kansi (sig.Z) yang ada apakah lebih besar 
dari nilai α = 0,05. Hasil pengujian menun-
jukkan bahwa nilai signifikansi (sig.Z) pada 
persamaan pertama adalah 0,799  dan 0,902 
pada persamaan kedua, kedua nilai ini lebih 
besar dari nilai α = 0,05 yang berarti asumsi 
normalitas terpenuhi. 

Pemeriksaan hasil uji linieritas dilaku-
kan dengan melakukan tes terhadap kurva 
hubungan dalam setiap jalur. Pada software 
SPSS pengujian dilakukan dengan meng-
gunakan menu regression dilanjutkan sub 
menu curve estimation dan mengaktifkan pi-
lihan model linier. Bila uji F menghasilkan 
uji yang signifikan (p-value< 0,05) berarti 
asumsi linieritas terpenuhi. Hasil uji linieri-
tas dari seluruh jalur memiliki nilai p-value 
yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa asumsi linieritas me-
menuhi syarat.

Korelasi antar residual dari kedua 
persamaan regresi yang dilakukan untuk 
mengestimasi seluruh koefisien jalur di-
harapkan tidak signifikan. Hasil analisis di-
peroleh koefisien korelasi sebesar 0,000 den-
gan p-value = 1,000, sehingga dapat dipu-
tuskan bahwa terdapat korelasi yang tidak 
signifikan antara residual pertama dan ked-
ua. Sehingga asumsi bahwa di dalam anali-
sis jalur tidak mengandung korelasi antara 
kedua residual adalah terpenuhi.

Pendugaan terhadap seluruh koefisien 

Tabel 2.
Statistik Deskriptif Variabel

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Surplus/Defisit 81 -267.546,22 -32.042,51 -123.588,77 51.421,87

Jumlah
Penduduk

81
113.075,00 2.425.311,00 993.883,00 592.763,00

Anggaran Belanja 81 59.725,51 383.706,22 179.817,38 70.396,18

Hutang 81 454,00 30.342,00 8.555,51 6.907,64

Sumber: Data sekunder diolah
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jalur yang dimodelkan pada penelitian ini 
dapat diringkas pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 2 menjelaskan bahwa dari keenam 
jalur pada model hipotesis tidak seluruhnya 
signifikan. Untuk opini audit terhadap hu-
tang dan jumlah penduduk terhadap angga-
ran belanja, kedua-duanya tidak berpenga-
ruh. Bisa diasumsikan bahwa ternyata opini 
audit tidak bisa menentukan hutang pemer-
intah, atau hanya merupakan legalitas saja 
bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah di-
audit. Sedangkan untuk jumlah penduduk 
tidak merupakan penentu hutang, karena 
kenaikan jumlah penduduk tidak serta mer-
ta hutang akan bertambah. Berikut gambar 
analisis jalur hasil penelitian:

Ketepatan model dugaan yang di-
bangun peneliti dari data penelitian diukur 
dari hubungan dua koefisien determinasi (R2) 
di kedua persamaan. Pada persamaan perta-
ma diperoleh nilai R2

1 sebesar 0,887 dan R2
2 

sebesar 0,246 pada persamaan kedua. Hasil 
perhitungan ketepatan model sebesar 90,2% 
menerangkan bahwa kontribusi model un-

tuk menjelaskan hubungan struktural dari 
kelima variabel yang diteliti adalah sebesar 
90,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak terlibat dalam model.

Gambar analisis jalur di atas juga men-
erangkan besar koefisien jalur pada setiap 
hubungan dua variabel. Pengaruh langsung 
terhadap anggaran belanja berasal dari opini 
audit, surplus/defisit dan jumlah penduduk. 
Kemudian terdapat juga pengaruh langsung 
dari audit, jumlah penduduk dan anggaran 
belanja ke hutang. Sehingga terdapat penga-
ruh tidak langsung dari variabel audit, sur-
plus/defisit dan jumlah penduduk terhadap 
hutang melalui anggaran belanja. 

Tabel di atas menerangkan bahwa pen-
garuh langsung yang paling kuat bersumber 
dari jumlah penduduk terhadap anggaran 
belanja dengan koefisien 0,704. Hasil anali-
sis ini menerangkan jumlah penduduk yang 
tinggi akan meningkatkan anggaran belanja. 
Sedangkan besar hutang sangat tergantung 
pada anggaran belanja. Sehingga jumlah 

Tabel 3.
Ringkasan Koefisien Jalur

Variabel Independen Variabel Dependen Koefisien Beta p-value

Opini Audit Anggaran Belanja 0,193 0.000
Surplus / Defisit Anggaran Belanja -0,246 0.000
Jumlah Penduduk Anggaran Belanja 0,745 0.000
Opini Audit Hutang -0.064ts 0.559
Belanja Hutang 0.338 0.003
Jumlah Penduduka Hutanga -0.030ts 0,991

Sumber: Data sekunder diolah

Keterangan:  a = Hasil estimasi sebelum evaluasi ; ts = tidak signifikan
(p-value> 0,05) ; * = signifikan  (p-value<= 0,05)

Gambar 2.
Hasil Analisis Jalur

Anggaran

belanja(Y1)

Hutang

(Y2)

0,193**

0.338*

ε1

ε2

Opini Audit

(X1)

Jumlah Penduduk

(X3)

0.754**

-0.064ts

-0.030 ts

Surplus/Defisit

(X2)
-,0246*

Sumber : Data sekunder diolah
Keterangan :         *	 = Signifikan pada α = 0,05
		       ts	 = Tidak signifikan pada α = 0,05
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penduduk memiliki pengaruh tidak lang-
sung terhadap besar hutang melalui angga-
ran belanja, artinya dalam jangka panjang 
pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa 
meningkatkan anggaran belanja sehingga 
juga akan meningkatkan besar hutang.

Opini audit berpengaruh terhadap hu-
tang merupakan dugaan yang pertama, di-
mana setelah dilakukan uji statistik maka 
dugaan ini ditolak. Hal ini tidak sesuai den-
gan pernyataan yang ada di FASB yaitu ”se-
makin baik opini (laporan keuangan yang 
telah diaudit) akan mempengaruhi kepu-
tusan investor, kredit (pinjaman) atau lain-
nya”. Dengan demikian semakin baik opini 
audit (wajar tanpa pengecualian) maka akan 
semakin baik opini di masyarakat sehingga 
akan meningkatkan tingkat kepercayaan 
di masyarakat, pemerintah, kreditur yang 
nantinya akan mempengaruhi keputusan 
pinjaman daerah (hutang) yang akan di-
berikan kepada Pemerintah Daerah (Jawa 
Timur).

Mengapa demikian? Karena laporan 
auditor (opini auditor) dianggap sebagai alat 
komunikasi formal untuk mengkomunika-
sikan kepada pihak-pihak yang berkepent-
ingan tentang apa yang dilakukan auditor 
(Rahayu dan Suhayati 2010:73) dan opini 
auditor memberikan kredibilitas laporan 
keuangan dan kinerja publik. 

Namun kenyataanya setelah dilaku-
kan uji statistik, data yang diperoleh tidak 
mendukung untuk hipotesis ini. Karena opi-
ni audit bukan sebagai penentu kebijakan 
melakukan hutang, namun opini hanya 
merupakan pernyataan audit untuk me-
nyatakan kredibilitas laporan keuangan dan 
kinerja Pemerintah Daerah, selain itu opini 
audit yang dikeluarkan baik itu wajar atau 
selain wajar tidak mempengaruhi pemerin-
tahan. Biarpun kondisi pemerintahan pada 
posisi selain wajar maka pemerintahan tetap 
berjalan . 

Pengaruh opini audit terhadap ang-
garan belanja, pada penelitian ini menun-
jukkan ada hubungan yang positif.  Hal ini 
sesuai dengan penelitian Giraux dan Shield 
(1993). Opini audityang disampaikan oleh 
auditor merupakan kontrol untuk penen-
tuan anggaran belanja, sehingga jika opini 
itu dinyatakan selain wajar (tidak wajar atau 
Disclaimer) maka Pemerintah Daerah akan 
mengoreksi lagi penyusunan anggaran. Ang-
garan belanja mana yang perlu dikurangi 
dan pos-pos mana yang terpenting untuk 
didahulukan, sesuai kebutuhan masyarakat  
yang paling mendesak untuk dipenuhi.

Surplus/defisit terhadap anggaran be-
lanja berpengaruh negatif. Hal ini berbeda 
dengan peneliti sebelumnya Giroux dan 
Shield (1993) yang mengatakan bahwa sur-
plus/defisit berpengaruh positif terhadap 
anggaran belanja. Selain itu, hasil pene-
litian ini bertentangan dengan teori model 
GM (Gonzales dan Mehay 1985) menyatakan 
surplus/defisit anggaran berbanding lurus 
dengan anggaran belanja sehingga anggaran 
belanja perlu dikontrol agar tidak menim-
bulkan hutang. Perbedaan hasil penelitian 
ini dengan teori dan penelitian sebelum-
nya, karena dalam penyusunan anggaran 
Pemerintah Daerah tidak melihat besarnya 
surplus/defisit namun melihat pentingnya 
memenuhi kebutuhan layanan terhadap 
masyarakat dari program anggaran yang 
telah dibuat. Misalnya Pemerintah Daerah 
lebih mendahulukan pembangunan infra-
struktur yang ada, guna memenuhi kebu-
tuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan 
dari pada melihat seberapa besar surplus/
defisit. Dan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut maka langkah yang ditempuh me-
lalui hutang daerah. 

Surplus/defisit berpengaruh terhadap 
hutang melalui anggaran belanja diterima. 
Hal ini didukung oleh penelitianBenito dan 
Bastida (2004), semakin tinggi surplus/de-

Tabel 4.
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Pengaruh
Langsung

Pengaruh Tidak
Langsung

Pengaruh
total

Opini Audit Anggaran Belanja 0,193 - 0,193
Surplus / Defisit Anggaran Belanja -0,246 - -0,246
Jumlah Penduduk Anggaran Belanja 0,745 - 0,745
Opini Audit Hutang -0.064ts 0.193x0.338=0.065 0,129

Anggaran Belanja Hutang 0.338 - 0.338

Jumlah Penduduka Hutanga -0.030ts 0.745 x0.338=0.252 0,282

Sumber: Data sekunder diolah
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fisit maka akan semakin tinggi hutang. Hal 
ini sejalan pula dengan penelitian Mulyono 
(2007) bahwa surplus/defisit merupakan 
penentu hutang atau pinjaman daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
semakin besar jumlah penduduk maka akan 
semakin besar anggaran belanja dan secara 
tidak langsung mempengaruhi hutang (ber-
tambah). Hal ini didukung penelitian Ad-
maja (2001) pertumbuhan penduduk (jum-
lah penduduk) mempengaruhi anggaran 
belanja. Artinya bahwa jumlah penduduk 
salah satu faktor penentu disusunnya ang-
garan belanja, semakin besar jumlah pen-
duduk maka akan semakin besar kebutu-
han pengeluaran pemerintah. Pengaruhnya 
langsung pada anggaran belanja, untuk ang-
garan belanja yang besar dan tidak seband-
ing dengan pendapatan maka akan menim-
bulkan hutang daerah.

Hasil penelitian ini bertentangan 
dengan penelitian Mulyono (2007) bahwa 
jumlah penduduk mempengaruhi hutang 
Pemerintah Daerah. Besarnya jumlah pen-
duduk akan meningkat. Tingkat layanan ke-
pada masyarakat mengakibatkan besarnya 
pengeluaran dan meningkatkan hutang atau 
pinjaman daerah. Perbedaan hasil penelitian 
ini dapat dikarenakan besarnya jumlah pen-
duduk tidak serta merta hutang juga me-
ningkat. Jumlah penduduk besar mengaki-
batkan Pemerintah Daerah akan memper-
timbangkan kebutuhan layanan apa yang 
sangat dibutuhkan maka akan dipenuhi 
terlebih dahulu. Selain itu, walaupun jum-
lah penduduk besar namun suatu daerah 
dengan potensi daerah yang besar maka ke-
butuhan penduduk dapat segera dipenuhi 
tanpa melakukan hutang.

Dari hasil pengujian menunjukkan 
bahwa anggaran belanja yang terlalu besar 
(tinggi) akan mempengaruhi besarnya huta-
ng atau semakin tinggi anggaran akan sema-
kin tinggi hutang.  Pemerintah Daerah Jawa 
Timur dalam pemenuhan anggaran sesung-
guhnya lebih menyukai sumber dana intern, 
jika tidak mencukupi dalam pemenuhan 
sumber dana lebih memilih dengan sumber 
dana dari ekternal berupa hutang. Praktek 
akuntansi sektor publik, Pemerintah Daerah 
Jawa Timur tentang pemenuhan sumber 
dana dalam mendukung operasional keg-
iataannya, sesungguhnya telah menggunak-
an konsep teori struktur modal. Hal ini juga 
didukung penelitian Belaguar (2001) se-
makin tinggi pengeluaran modal (anggaran 
belanja) maka akan semakin tinggi hutang 

(pinjaman daerah). Anggaran belanja yang 
defisit tidak bisa didukung keuangan sendiri 
namun harus ditutup dengan hutang (Har-
un 2009:153). Anggaran belanja yang terlalu 
besar akan bisa terpenuhi jika Pemerintah 
Daerah melakukan hutang/pinjaman. 

SIMPULAN
Penelitian ini dapat menyimpulkan be-

berapa hal. Pertama, opini audit tidak ber-
pengaruh terhadap hutang. Pernyataan au-
dit tidak merupakan penentu hutang, karena 
opini audit hanya sebagai pernyataan untuk 
menyatakan kredibilitas laporan keuangan 
dan kinerja publik. Selain itu opini audit 
merupakan alat komunikasi formal untuk 
mengkomunikasikan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan tentang apa yang dila-
kukan auditor. Simpulan kedua, opini audit 
berpengaruh terhadap hutang melalui angg-
aran belanja. Opini audit berpengaruh positif 
dengan anggaran belanja. Dengan dikeluar-
kannya pernyataan audit maka Pemerintah 
Daerah akan mempertimbangkan anggaran 
belanja yang akan disusun. Anggaran belan-
ja yang ditekan maka secara tidak langsung 
akan  mempengaruhi berkurangnya hutang 
Pemerintah Daerah. Kesimpulan ketiga, sur-
plus/defisit berpengaruh terhadap hutang 
melalui anggaran belanja. Surplus/defisit 
berpengaruh negatif terhadap anggaran be-
lanja. Artinya dalam penyusunan anggaran 
tidak melihat besar kecilnya surplus/defisit 
tapi lebih melihat pada mendesak tidaknya 
kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan 
masyarakat yang mendesak maka akan se-
gera dipenuhi, contohnya pada layanan ma-
syarakat infrastruktur air bersih. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat 
tersebut dipenuhi dengan melakukan hu-
tang Pemerintah Daerah. Kesimpulan keem-
pat, jumlah penduduk berpengaruh terha-
dap hutang melalui anggaran belanja. Jum-
lah penduduk berpengaruh positif terhadap 
anggaran belanja, artinya dengan meningkat 
jumlah penduduk maka kebutuhan juga 
akan meningkat sehingga pengeluaran akan 
semakin besar. Hal ini akan mempengaruhi 
penyusunan anggaran belanja, dengan ang-
garan belanja semakin besar maka akan 
meningkatnya hutang Pemerintah Daerah. 
Kesimpulan kelima, jumlah penduduk tidak 
berpengaruh terhadap hutang. Jumlah pen-
duduk besar tidak selamanya hutang Pemer-
intah Daerah besar. Dengan potensi daerah 
yang besar dan mengalokasikan kebutu-
han layanan yang paling terpenting untuk 
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memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka 
tidak selamanya jumlah penduduk yang be-
sar akan berpengaruh terhadap besarnya 
hutang Pemerintah Daerah. Kesimpulan 
keenam, anggaran belanja berpengaruh ter-
hadap hutang. Dengan meningkatnya angg-
aran belanja maka hutang pemerintah akan 
meningkat. Anggaran belanja yang berlebi-
han tanpa mempertimbangkan pendapatan 
daerah maka secara otomatis akan mening-
katkan hutang daerah yang nantinya justru 
membebani masyarakat melalui pungutan 
pajak yang dinaikkan.

Keterbatasan penelitian adalah ter-
batas pada wilayah Pemerintah Daerah di 
propinsi Jawa Timur, sehingga tidak bisa 
digeneralisasi ke semua kabupaten/kota di 
seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian 
hanya sebagai pertimbangan pengambilan 
keputusan untuk Pemerintah Daerah di 
propinsi Jawa Timur, tidak bisa di pakai un-
tuk pertimbangan pengambilan keputusan 
di wilayah Pemerintah Daerah di propinsi 
yang berbeda.
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